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Abstraksi 

Tanggung jawab sosial pelaku bisnis atau lebih dikenal di dunia multinasional sebagai 
Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang sampai saat ini belum memiliki pengertian 
tunggal, sehingga pengertiannya tertulis dari pendapat para pakar dan ahli ekonomi 
bisnis. Namun jika semuanya bisa dilihat lebih detil dan seksama, akan memberikan 
pengertian yang konkrit, yakni selalu mengacu pada kenyataan bahwa tanggung jawab 
sosial perusahaan, merupakan bagian penting dari strategi bisnis yang berkaitan erat 
dengan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Di samping itu, apa yang 
dilakukan dalam implementasi dari tanggung jawab sosial tersebut tidak berdasarkan 
pada tekanan dari masyarakat pemerintah, atau pihak lain, tetapi berasaldari 
kehendak, komitmen, dan etika moral dunia bisnis sendiri yang tidak dipaksakan. Ada 
juga mengatakan bahwa tanggung jawab sosial pelaku usaha adalah komitmen dan 
kemampuan dunia usaha untuk melaksanakan hak dan kewajiban sosial terhadap 
lingkungan sosialnya sebagai kerangka menciptakan masyarakat peduli (Caring 
Society) dan kemitraan.Perusahaan publik atau pelaku bisnis harus memenuhi 
ketentuan yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, yaitu 
penerapan prinsip keterbukaan termasuk tanggung jawab keterbukaan mengenai 
masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (environmental disclosure 
liabilities). Dengan keterbukaan informasi mengenai lingkungan hidup ini kepada 
publik terkhusus investor, maka seharusnya yaitu secara rasional dapat diambil 
keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. Adapun permasalahan 
dalam penelitian ini antara lain: bagaimanakah pengaturan kewajiban perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan publik atau pelaku bisnis harus 
memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang ada di 
Indonesia. Kemudian Pengaturan mengenai kewajiban perlindungan lingkungan hidup 
bagi perusahaan publik atau pelaku bisnis telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia, yang mempunyai maksud bahwa Perusahaan publik atau 
pelaku bisnis memiliki tanggung jawab dalam menerapkan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik (good corporate governance), khususnya keterbukaan 
lingkungan hidup, perizinan di bidang lingkungan hidup, tetapi masih terdapat 
berbagai problematika di dalamnya, salah satunya adalah pelanggaran terhadap 
prinsip full and fair disclosure. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dari berbagai 
pihak, dengan menerapkan sistem preventif maupun represif. 
 
Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial, Perusahaan, Lingkungan Hidup, 
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PENDAHULUAN 

Tanggung jawab sosial pelaku bisnis atau lebih dikenal di dunia multinasional 

sebagai Corporate Sosial Responsibility (CSR), yakni selalu mengacu pada kenyataan 

bahwa tanggung jawab sosial perusahaan, merupakan bagian penting dari strategi 

bisnis yang berkaitan erat dengan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Di 

samping itu, apa yang dilakukan dalam implementasi dari tanggung jawab sosial 

tersebut tidak berdasarkan pada tekanan dari masyarakat pemerintah, atau pihak lain, 

tetapi berasal dari kehendak, komitmen, dan etika moral dunia bisnis sendiri yang 

tidak dipaksakan. Ada juga mengatakan bahwa tanggung jawab sosial pelaku usaha 

adalah komitmen dan kemampuan dunia usaha untuk melaksanakan hak dan 

kewajiban sosial terhadap lingkungan sosialnya sebagai kerangka menciptakan 

masyarakat peduli (Caring Society) dan kemitraan. 

Perusahaan publik atau pelaku bisnis harus memenuhi ketentuan yang berlaku 

sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, yaitu penerapan prinsip 

keterbukaan termasuk tanggung jawab keterbukaan mengenai masalah perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup (environmental disclosure liabilities). Dengan 

keterbukaan informasi mengenai lingkungan hidup ini kepada publik terkhusus 

investor, maka seharusnya yaitu secara rasional dapat diambil keputusan untuk 

melakukan pembelian atau penjualan saham. 

Perkembangan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang terus berkembang, 

juga berpengaruh pada perkembangan dunia usaha. Iklim usaha semakin mengalami 

kemajuan yang pesat. Hal ini juga diikuti dengan kemajuan di bidang teknologi, yang 

mengakibatkan semakin mutakhirnya teknologi yang digunakan oleh kalangan dunia 

usaha tersebut. Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ditandai dengan 

munculnya berbagai perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak 

tenaga kerja. Bidang-bidang usaha yang tersedia juga semakin banyak sehingga 

semakin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Apalagi didukung dengan 

adanya kebijakan Otonomi Daerah, yang menyebabkan daerah-daerah juga turut 

berlomba-lomba untuk memajukan dirinya dengan cara memberikan kesempatan bagi 

perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di daerahnya. 

Kemajuan yang seperti ini tentunya membawa dampak yang positif bagi 

perkembangan dunia investasi dan bisnis di Indonesia. Selain itu turut berperan serta 

dalam peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, yang sangat 



ISBN: 978-602-361-036-5 

132 

Prosiding Seminar Nasional  

“Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” 

disayangkan, tidak jarang perusahaan-perusahaan yang ada terlalu terfokus kepada 

kegiatan ekonomi dan produksi yang mereka lakukan, sehingga melupakan keadaaan 

masyarakat di sekitar wilayah beroperasinya dan juga melupakan aspek-aspek 

kelestarian lingkungan. Padahal, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang 

Dasar 1945, pada pasal 28H ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut: 

 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan.” 

Hak yang sama juga diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut: 

 Ayat (2) 

“Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.” 

Ayat (3) 

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” 

Dari kedua aturan hukum tersebut dapat dilihat dengan jelas, bahwa masyarakat 

memiliki hak akan kehidupan sosial yang baik dan atas lingkungan hidup yang sehat. 

Selanjutnya, kewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup juga diatur di 

dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, sebagai berikut: 

 “Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan 

hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

Di lain pihak, seiring dengan perkembangan jaman, juga mendorong masyarakat 

untuk menjadi semakin kritis dan menyadari hak-hak asasinya, serta berani 

mengekspresikan tuntutannya terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia. Hal ini 

menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin 

bertanggung jawab.Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan 

dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi 

positif terhadap lingkungan sosialnya.Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat 

memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan Corporate Social 

Responsibility (CSR).Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi 

sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga ter-alienasi 

atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, 
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melainkan suatu entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan 

lingkungan sosialnya. 

Hal yang sama juga terjadi pada aspek lingkungan hidup, yang menuntut 

perusahaan untuk lebih peduli pada lingkungan hidup tempatnya beroperasi. 

Sebagaimana hasil KTT Bumi (Earth Summit)di Rio de Janerio, Brasil, pada tahun 1992, 

yang menegaskan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan 

(sustainabilitydevelopment) sebagai suatu hal yang bukan hanya menjadi kewajiban 

negara, namun juga harus diperhatikan oleh kalangan korporasi. Konsep pembangunan 

berkelanjutan menuntut korporasi, dalam menjalankan usahanya, untuk turut 

memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Ketersediaan dana; 

2. Misi lingkungan; 

3. Tanggung jawab sosial; 

4. Terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah); 

5. Mempunyai nilai keuntungan/manfaat). 

Kemudian, di dalam Pertemuan Yohannesburg pada tahun 2002, memunculkan 

suatu prinsip baru di dalam dunia usaha, yaitu konsep Social Responsibility, Berawal 

dari munculnya suatu konsep dalam bidang korporasi untuk memperhatikan aspek 

lingkungan dan sosialnya, maka dalam memo ini akan dibahas mengenai penerapan 

prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan, termasuk dengan 

regulasinya. 

 

II. Dasar Hukum 

1. ISO 2006: Guidance Standard on Social Responsibility; 

2. Undang-Undang Dasar 1945; 

3. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

4. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

5. UU RI No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; 

6. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

7. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 
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III. Pembahasan 

Substansi keberadaan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi 

Perusahaan (Corporate Social Responsibility; selanjutnya disebut CSR), adalah dalam 

rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan 

lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasioal, 

maupun global. Di dalam pengimplementasiaannya, diharapakan agar unsur-unsur 

perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung, supaya 

CSR dapat diwujudkan secara komprehensif, sehingga dalam pengambilan keputusan, 

menjalankan keputusan, dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama.  

Pada bulan September tahun 2004, International Organization for 

Standardization atau ISO), sebagai induk organisasis standardisasi internasional 

berhasil menghasilkan panduan dan standardisasi untuk tanggung jawab sosial, yang 

diberi nama ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility. ISO 26000 menjadi 

standar pedoman untuk penerapan CSR. ISO 26000 mengartikan CSR sebagai tanggung 

jawab suatu organisasi yang atas dampak dari keputusan dan aktivitanya terhadap 

masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:  

1. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; 

2. Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder 

3. Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional 

4.Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik  

    kegiatan, produk maupun jasa. 

Di dalam ISO 2006, CSR mencakup 7 (tujuh) isu pokok, yaitu: 

1. Pengembangan masyarakat; 

2. Konsumen; 

3. Praktek kegiatan institusi yang sehat; 

4. Lingkungan; 

5. Ketenagakerjaan; 

6. Hak Asasi Manusia; 

7. Organizational Governance (Organisasi Kepemerintahan). 

Berdasarkan konsep ISO 26000, maka untuk penerapan CSR hendaknya 

terintegrasi di seluruh aktivitas perusahaan yang mencakup 7 (tujuh) isu pokok di atas. 

Prinsip-prinsip dasar CSR yang menjadi dasar pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi 

informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan CSR menurut Iso 26000 meliputi: 
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1. Kepatuhan kepada hukum; 

2. Menghormati instrumen/badan-badan internasional; 

3. Menghormati stakeholders dan kepentingannya; 

4. Akuntabilitas; 

5. Transparansi; 

6. Perilaku yang beretika; 

7. Melakukan tindakan pencegahan; 

8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia. 

Di Indonesia sendiri, munculnya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (UU PT) menandai babak baru pengaturan CSR. Selain itu, 

pengaturan tentang CSR juga tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 

tentang Penanaman Modal (UU PM).Walaupun sebenarnya pembahasan mengenai CSR 

sudah dimulai jauh sebelum kedua undang-undang tersebut disahkan.Salah satu 

pendorong perkembangan CSR yang terjadi di Indonesia adalah pergeseran paradigma 

dunia usaha yang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan saja, melainkan 

juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. 

Adapun pengaturan CSR di dalam UU PT adalah sebagai berikut: 

 Pasal 74:  

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan 

sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 

Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan 

kewajaran. 

3. Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Sedangkan pengaturan di dalam UU PM, yaitu di dalam Pasal 15 huruf b adalah sebagai 

berikut: 

“Setiap penanam modal berkewajibanmelaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” 

 Kemudian di dalam Pasal 16 huruf d UU PM disebutkan sebagai berikut: 

 “Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.” 

Namun demikian, pengaturan CSR di dalam peraturan perundangan-undangan 

Indonesia tersebut masih menciptakan kontroversi dan kritikan.Kalangan pebisnis CSR 
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dipandang sebagai suatu kegiatan sukarela, sehingga tidak diperlukan pengaturan di 

dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Ketua Umum Kadin, Mohammad S. 

Hidayat, CSR adalah kegiatan di luar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah 

ditetapkan dalam perundang-undangan formal, sehingga jika diatur akan bertentangan 

dengan prinsip kerelaan dan akan memberikan beban baru kepada dunia usaha.Di lain 

pihak, Ketua Panitia Khusus UU PT, Akil Mochtar menjelaskan bahwa kewajiban CSR 

terpaksa dilakukan karena banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di 

Indonesia lepas dari tanggung jawabnya dalam mengelola lingkungan. Selain itu 

kewajiban CSR sudah diterapakan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), yang mewajibkan BUMN untuk memberikan bantuan kepada pihak ketiga 

dalam bentuk pembangunan fisik.Kewajiban ini diatur di dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengang BUMN. 

Pada kenyataannya, memang dapat kita lihat berbagai kasus pencemaran atau 

kerusakaan lingkungan yang diakibatkan karena aktivitas perusahaan kurang 

bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya dan konflik 

antara perusahaan dengan masyrakat di sekitarnya, karena kurang memperhatikan 

keadaan masyarakat tersebut. Beberapa kasus tersebut diantaranya adalah: kasus 

lumpur Lapindo di Porong, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, 

konflik antara masyarakat Papua dengan PT. Freeport Indonesia, konflik masyarakat 

Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun. 

Berdasarkan atas munculnya berbagai aktivitas perusahaan yang tidak 

bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di 

sekitarnya dan terjadinya konflik dengan masyarakat sekitarnya, maka pemerintah 

memberikan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan 

di dalam peraturan perundang-undangan nasional. 

Dengan diaturnya CSR di dalam peraturan perundang-undangan, maka CSR kini 

menjadi tanggung jawab yang bersifat legal dan wajib. Namun, dengan asumsi bahwa 

kalangan bisnis akhirnya bisa menyepakati makna sosial yang terkandung di dalamnya, 

gagasan CSR mengalami distorsi yang serius, yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagai sebuah tanggung jawab sosial, dengan adanya pengaturan CSR, maka 

mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR 

tersebut, yaitu sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak. 
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Dengan mewajibkan CSR, maka memberikan batasan kepada ruang-ruang pilihan yang 

ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat pemaknaannya dalam praktik. 

2. Dengan adanya kewajiban tersebut, maka CSR bermakna parsial sebatas upaya 

pencegahan dan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan dari kehadiran sebuah 

perusahaan.Dengan demikian, bentuk program CSRhanya terkait langsung dengan jenis 

usaha yang dijalankan perusahaan.Padahal praktek yang berlangsung selama ini, ada 

atau tidaknya kegiatan terkait dampak sosial dan lingkungan, perusahaan 

melaksanakan program langsung, seperti lingkungan hidup dan tak langsung, seperti 

rumah sakit, sekolah, dan beasiswa.Kewajiban tadi berpotensi menghilangkan aneka 

program tak langsung tersebut. 

3. Tanggung jawab lingkungan sesungguhnya adalah tanggung jawab setiap subyek 

hukum, termasuk perusahaan. Jika terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas 

usahanya, hal itu jelas masuk ke wilayah urusan hukum.Setiap dampak pencemaran 

dan kehancuran ekologis dikenakan tuntutan hukum, dan setiap perusahaan harus 

bertanggung jawab.Dengan menempatkan kewajiban proteksi dan rehabilitasi 

lingkungan dalam domain tanggung jawab sosial, hal ini cenderung mereduksi makna 

keselamatan lingkungan sebagai kewajiban legal menjadi sekedar pilihan tanggung 

jawab sosial.Atau bahkan lebih jauh lahi, justru bisa terjadi penggandaan tanggung 

jawab suatu perusahaan, yakni secara sosial (menurut UU PT) dan secara hukum 

(menurut UU Lingkungan Hidup). 

4. Dari sisi keterkaitan peran, kewajiban yang digariskan UU PT menempatkan 

perusahaan sebagai pelaku dan penanggung jawab tunggal program CSR. Di sini, 

masyarakat seakan menjadi obyek semata, sehingga hanya menyisakan budaya 

ketergantungan selepas program, sementara negara menjadi mandor pengawas yang 

siap memberikan sanksi atas pelanggaran. 

Terlepas dari berbagai konflik yang membayangi pengaturan mengenai CSR di 

dalam peraturan perundang-undangan nasional, CSR merupakan suatu konsep yang 

penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan.Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan 

hubungan timbal balik yang saling sinergis antara perusahaan dengan masyarakat dan 

lingkungan sekitarnya. Perusahaan yang telah beroperasi di suatu wilayah tertentu, 

memiliki kewajiban untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan tersebut, salah 

satunya dengan cara melakukan sistem pengolahan limbah yang baik. Selanjutnya, 

perusahaan juga seharusnya turut berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan 



ISBN: 978-602-361-036-5 

138 

Prosiding Seminar Nasional  

“Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” 

masyarakat di sekitarnya, antara dengan cara pemberian pelatihan keterampilan dan 

penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat tersebut. 

Pada umumnya implementasi CSR di perusahaan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain: 

1. Komitmen pimpinan perusahaan  

Perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap dengan masalah-masalah sosial 

dan lingkungan, kecil kemungkinan akan mempedulikan aktivitas sosial. 

2. Ukuran dan kematangan perusahaan 

Perusahaan besar dan mapan lebih mempunyai potensi memberikan kontribusi 

ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan.Namun, bukan berarti perusahaan 

menengah, kecil, dan belum mapan tersebut tidak dapat menerapkan CSR. 

3. Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah 

Semakin meluasnya regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil 

ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada 

masyarakat. Sebaliknya, semakin kondusif regulasi atau semaikin besar insentif 

pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan 

untuk berkontribusi kepada masyarakat. Di dalam prakteknya, penerapan CSR 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan 

masyarakat.Oleh karena itu, kegiatan CSR sangat beragam. Hal ini bergantung pada 

proses interaksi sosial, bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika, 

dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan 

perundang-undangan.Sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan CSR di 

Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang sangat memberikan perhatian terhadap 

pelaksanaan CSR, yaitu: Indonesia Business Link (IBL), Corporate Forum for 

Community Development (CFCD), dan Business Watch Indonesia (BWI).  

Dalam rangka menciptakan kemajuan pelaksanaan konsep CSR, harus didukung 

oleh peranan pemerintah, baik sebagai partisipan, convenor, atau fasilisator, dan 

sebagainya. Masyarakat juga dapat turut serta mendukung konsep CSR, yaitu dengan 

cara memberikan informasi, saran, dan masukan atau pendapat untuk menentukan 

program yang akan dilakukan.Sebenarnya, jauh sebelum CSR diatur di dalam UU PT 

dan UU PM, beberapa perusahaan telah dengan aktif melaksanakan CSR, antara lain 

yaitu: 

1. PT. Unilever Indonesia, Tbk. Mengadakan program kali bersih Sungai Brantas; 
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2. PT. Avon Indonesia melakukan sosialisasi pencegahan kanker payudara; 

3. PT. HM. Sampoerna memberikan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa di berbagai 

sekolah dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. 

 IV. Kesimpulan 

Pengaturan mengenai CSR di dalam UU PT dan UU PM masih perlu diperjelas dan 

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainya, antara lain UU Lingkungan 

Hidup dan dengan instrumen hukum internasional yang terkait, diantaranya ISO 

26000. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan bias dalam pengertian dan standar 

pelaksanaan CSR. Selain itu agar kalangan dunia usaha dapat melaksanakan SCR secara 

lebih maksimal, sehingga tujuan dari penerapan CSR pada aspek-aspek sosial dan 

lingkungan dapat semakin berhasil dan mendatangkan manfaat, baik bagi perusahaan, 

masyarakat, lingkungan, dan negara. 

Walaupun praktek CSR belum menjadi perilaku yang umum, diharapkan dengan 

adanya pengaturan mengenai CSR di dalam UU PT dan UU PM, dapat mendorong dunia 

usaha untuk melaksanakan CSR secara lebih bertanggung jawab dan tidak memandang 

CSR sebagai suatu kewajiban yang memberatkan.  

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan CSR secara 

lebih rinci, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (4) UU PT sebagai berikut:  

 ”Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.” 

Harus segera disahkan berlakunya. Sehingga perusahaan mempunyai guidelines 

(pedoman) yang baku dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

sesuai yang diamanatkan di dalam UU PT dan UU PM. 

 

Daftar Pustaka 

Undang-Undang 

1. ISO 2006: Guidance Standard on Social Responsibility; 

2. Undang-Undang Dasar 1945; 

3. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

4. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

5. UU RI No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; 

6. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

7. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 
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Website 

Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, ditulis oleh Daniri, dimuat dalam 

www.madani-ri.com, pada tanggal 17 Januari 2008, didownload pada tanggal 13 

Februari 2016 

 CSR, Kegiatan Sukarela yang Wajib Diatur, dimuat dalam www.hukumonline.com, pada 

tanggal 1 Maret 2008, didownload pada tanggal 13 Februari 2016 

 Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, ditulis oleh Daniri, dimuat dalam 

www.madani-ri.com, pada tanggal 17 Januari 2008, didownload pada tanggal 13 

Februari 2016 

 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Andi Firman, dari sebuah sumber 

di internet yang di download pada tanggal 13 Februari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madani-ri.com/
http://www.hukumonline.com/
http://www.madani-ri.com/



